BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Berau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor
62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran



Menetapkan
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Berau Tahun 2021 Nomor 64) yang telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Bupati:
a. Nomor 67 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2023 Nomor 67);
b. Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2024 Nomor 14);
¢. Nomor 54 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2024 Nomor 54);
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(4)

(6)

(7)
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Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota
(luar kota); dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di
dalam kota.

Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota (luar

kota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan perjalanan dinas melewati wilayah Daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan perjalanan dinas yang tidak melewati batas

Daerah.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam

kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih
dari 8 (delapan) jam; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan
sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan Dinas di dalam kota yang lebih dari 8

(delapan) jam disamping diberikan uang transportasi,

dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang

penginapan.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai

dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b hanya dapat diberikan uang transportasi
yang besarannya ditentukan oleh Bupati sesuai dengan
kondisi Daerah dan dipertanggungjawabkan secara riil.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang melekat
pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar dan Kkegiatan sejenis
lainnya;

c. pengumandahan (detasering);

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai
negeri atau menghadap seorang dokter penguji
kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
keterangan dokter tentang kesehantannya guna
kepentingan jabatan;

f.  memperoleh  pengobatan  berdasarkan  surat
keterangan dokter, karena mendapat cedera pada
waktu atau karena melaksanakan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan
majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara
diploma/S1/S2/S3; dan

i.  mengikuti pendidikan dan pelatihan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni
2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 18 September 2025

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

BERJTA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 27



